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PUTUSAN
Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA Srog

izl ozl all o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah, pendidikan
SMEA, tempat kediaman di Jalan XXX, RT. 01 RW. 02 -
Kelurahan XXX, Kecamatan Distrik XXX, Kota Sorong, sebagai
“Penggugat”
melawan
TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti Hotel Vista
Batam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXX, Blok
XXX, RT.004/ RW. 002, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX,
Batam, sebagai “Tergugat”
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2016 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal
26 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah
pada tanggal 19 Januari 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Sumatrera Utara, sesuai dengan
buku Kutipan Akta Nikah nomor : 200/15/1/1992, tanggal 20 Januari 1992;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman di orang tua Penggugat kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya
tinggal di Jkarta pada tanggabulan Januari 2012, setelah itu di Batam
tanggal 23 Januari 2014 sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
kemudian Penggugat pindah di Sorong karena di usir oleh Tergugat.;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

a. ANAK I, Laki - laki pahir pada tanggal 01 Oktober 1992 ;

b. ANAK Il, Perempuan lahir pada tanggal 24 Nofember 1997 ;

c. ANAK Ill, Laki- laki, lahir pada tanggal 13 Februari 2002 ;

d. ANAK IV, Permpuan lahir pada tanggal 14 Juni 2006 ;

e. ANAKV, Laki - laki lahir pada tanggal, 17 Januari 2009,;

4. Bahwa sejak pada tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara
lain :

a. Sejak kelahiran anak kelima Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar
sehingga Tergugat sering tidak menghiraukan Penggugat (acuh)
terhadap Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;

c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
seperti Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala sampai bengkak ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januaari 2012,
disebabkan Tergugat mengusir Penggugat sampai pisah tempat tinggal dan
tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami isteri, yang berakibat
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
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untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sorong Cg. Majelis Hakim yang menangani perkara ini,
untuk segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat () terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi, setiap perkara perdata wajib di Mediasi, oleh karena Tergugat tidak
pernah datang di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa
perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan, Majelis Hakim tetap
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berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak
berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis
membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat tanpa ada perubahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka
sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Distrik Binjai Selatan, Sumatrera Utara, Nomor

200/15/1/1992, tanggal 20 Januari 1992, telah di nazegelen dan dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P)

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT. 01 RW.02 -
Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan

selaku kakak ipar Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama
karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat mengakibatkan
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun
2012, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan
Penggugat;

- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, nhamun usaha
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tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat
2. SAKSI Il, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan

Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT. 01 RW.02 - Kelurahan

XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku keponakan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama
karena Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat,
mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah kurang lebih empat tahun lamanya, yang meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal itu diketahu saksi
terutama dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya
sebagaimana di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa  untuk membuktikan dalil-dalii  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi
sejak tahun 2012;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain
shugra tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sorong,
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Binjai Selatan, Kantor Urusan Agama
Sorong Barat, dan Kantor Urusan Agama Sagulung, Kota Batam, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Anwar Harianto, S.Ag sebagai
Ketua Majelis, Khairil, S.Ag dan Moh. Nur Sholahuddin, S.H.l. sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nuryanto, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Khairil, S.Ag Anwar Harianto, S.Ag
Hakim Anggota,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.
Panitera Pengganti

Nuryanto, S.H.I.
Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA Sr0Q

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
Biaya Proses : Rp. 50.000
Biaya Panggilan : Rp. 260.000
Biaya Redaksi : Rp. 5.000
Biaya Materai . Rp. 6.000
Jumlah : Rp. 351.000

a s NP

Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA SrO0g

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



